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TENTANG

- PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

. bahwa unfuk melaksanakan Ketertuan Pasal 104 Undang-Undaig Nomor

22 Tahun 1999 ientang Pemenintahanan Daszrah Jo Pasal 32 s/d 42

Ke'pui'.usanr Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang

Pedonian Umum Pengaturar Mengenar Desa, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ~abupaten

Lampung Timur ;

t9

. Undang-Undang Nomor 14 Tahan_1964 fenfang Pembenrukan Daerah

Tmgkat 1 Lampung { Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 );

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabup;i&;n Daerah Tingkat II Way Kaaan, Kabupaten Daerah Tmgkat
II Lampung Timur dan Kctamadya Daerah Tingkat II Newo
( Lemburan Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara iNomor 3825 );

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

A Lembaran Negara Tahun 1999 vNomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomaor 3839 );

. Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalarmn Negeri, dan Instraksi Mentert Dalam Negeri mengenai
Pelaksinaan Undang-Uadang Nomor 5 Tahun 1979  tentang

Pemer'ntahan Desa ;



n

. Keputusan Menteri Dalaan Megeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Petunja  Pelaksanaan  dan Penyesuvaton Pevistilaban dalam
Penyc'enggaraan f’cmcrin(ahun Desa dan Kelurahan

6. Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 ‘emang

Pedownan Umum mengenai Pembentukan Kelurahan.

DENGAN  PERSETUIUAN  DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN [AMPUNG TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMT'R.

BABIT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daere viat yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalih Bupali Lampung Timur

b. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Peraerintahan Desa yang anggota-anggotanva
terdirt dart pemuka-pemuka masyarakat vang ada di Desa, Tokoh Adat. \gama

Organisisi Sosial Politik, dan Golongan Profes: Desa,

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Tujuan Pembenfulan Badan Perwakilan Desa adalah untuk mempsrkuat Pemerintahan
Desa serta mewadahi perwujudan Pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila di

Des..

P

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejejar dan menjadi muitra dari Pemerintahan

Desa.
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Pasal 3

Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan

/ musyawarah pemuka-pemuka masyarakat vang aca di Desa yang bersangkutan

Pasal 4

1. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilin dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi
persyaratan.

2. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dan dan oleh anggota.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

Pasal 3

1. Badan Perwakilan esa dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah mitra
sejajar Kepala Desa dan wadah permusyvawaratan dalam Pelaksanaan Demokrasi
Pancasila di Desa.

2. Badan Perwakilan Desa mempunyai tgas anfuk menyalurkan pendapat masyvarakat
Desa dalam setiap rencana vang diajukan Kepala Desa sebelum dijadikan Ileputusan

Desa.

W

. Badan Perwakilan Desa berfungsi :

a. Mengayomt vailu menjaga kclestariar, adat istiadat yang hidup dan berkembang di
Desa yvang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

b. Legeslasi yaitu merumoskan dan menctapkan Peraturan Desa  bersama-sama
Pemerintah Desa.

¢. Pengawasan vaitu meliputi pengawasan terhadap Peclaksanaan Peraturan Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

d. Menampung Aspirasi .nasvarakat vaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang

diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau instansi yang berwenang,

BABIV
KEANGGOTAAN DAN PENGURUS
Pasal 6

Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yvang diajukan oleh kalangan
adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang

memenuli persyaratan sebagai berikut :



&.

b.

o

d.

&

L.

Bcftaqwa terhadap Tdahan Yang Maha I'sa.

Setia dan Taat kepada Pancasila dan UULD 1945,

Tidak peinah terlibay langsung atau tidak laagsung dalam kegiatan yang menghianati
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; G.30 S / PRI atau kegiatan organisasi
terlarang lainnva.

Berpendidikan sckurang-kurangnya SD / berpengetahuan sederajat.

Berumur sekurang-karangnya 25 Tahun.

Sehat Jasmam dan Kohani.

Nyata-nyata tidak terganggn jiwa / ingatannya.

. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
Mengenal daerahnya dan dikenal o.ch masyarakat di Desa setempat.

Bersedia dicalonkan.

m. Memenuhi syarat @in yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan

Desa.

Pasal 7

Pengurus Badan Perwakilan Desa terdiri dari :

a.

b.

C.

Ketua den Wakil Ketua.

Sekretaris.

Anggota dipilih oleh masvarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu :
a. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 Anggota.

b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 Anggoia.

¢. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 Anggota.

d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 Anggota

e. Lebih dar1 3000 jiwa 13 Anggota. ‘

Pasal 8

. Pengurus Badan Perwakilan Desa dipilih dart dan oleh anggota BPDD dengan syarat

sebagai berikut :

a. Pengurus Badan Perwakilan Desa tidak boleh merangkap jabatan / tugas di
Pemerintahan Desa.

b. Berpendidikan serendah-rendahnya SD / Sederajat.

¢. Berdomisili 2 tahw. berturut — turut di Desa yang bersangkutan.



wn

[\

. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggote BPD secara langsung dalam rapat BPD
sceara khusus, dan ditetapkan dalan Peraturan Desa dan disyahkan olch Bupati.
3. Badan Perwakilan Desa memiliki Sekretariat BPD yang berlainan dengan Kantor Kepala

Desa.

BABY
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal ©

1. Anggoia Badan Perwakilan Desa berhak atas uang sidangtunjangan sesua® kemampuan
Keuangan Desa yang ditctapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

2. Badan Perwakilan Dera berwenang univk mengawasi Kepala Desa jika tidak
melaksanakan kebijakan yang ditentukan Badar Perwakilan Desa.

3. Badan Perwakilan Desa berhak mengingatkan Kepala Desa tentang akan berakhirmya
masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

4. Badan Perwakilan Desa berhak menolak perianggungjawaban Kepala Desa jika tidak
sesuai dengan tugas yang diusulkan oleh BPD.

5. Badan Perwakilan Desa berkewajiban mengusulkan Kepala Desa untuk diberhentikan
kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan Desa dengan tembusan
kepada Camat.

6. Pimpinan dan anggota BPD vang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Desa

atau melakukan Tindakan Pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 10

Badan Perwakilan Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama vaitu untuk

memperhatikar sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB VI
MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB
BADAN PERWAKILAN DESA
Pasal 11

1. Rapat Badan Perwal ilan Desa dilaksanckan naling sedikit satu kali dalam satu tahur
anggaras dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.

2. Tata Tertib BPD diatar oleh Pimpinan BPD dengan persetujuan scluruh anggota BPD.



BAB VII
MASA BAKTI
Pasal 12

1. Pimpinan dan Anggota BPD memiliki masa bhakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali

2. Pimpinan dan Anggota BPD yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dzpat
dilakukan penggantian melalui forum rapat BPD, masa bhakti pengganti adalah sisa
masa bhakti pimpinan atau anggota yang digantikan

3. Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilakukan pihak penyidik diberitahukan
kepada pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 13

a. Organisasi Pcmerintanan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya sudah ada pada
saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah mni.

b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ‘ni maka semua Peraturan Dacrah vang
bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeran ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

° Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timuz.

Ditetapkan di  : Sukadana
. Pada tanggal @ 31 Oktober 2000

" BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 /34 / X/ SK/DPRD - LTM /2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 0”November 2000

SEKRETARIS DAE ABUPATEN LAMPUNG TIMUR
&

L DIMINKE SANA TUGAS

" DR MUCHTAR ACHMAD
__~Rembina NIP. 410082653

,EMBARA:NJ)AERKH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 27
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 27 TAHUN: 2000

TENTANG

PEMBFNTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PENJELASAN UMUM
Baaan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah suatu bentuk Lembaga
Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah Patner Kepala Desa dalam menjalankan

tugas dan fungginya.

Badan Perwakilan Desa merupakan Wadah Resmi Pemerintahan Desa yang bukan dart
unsur Pemerintah Desa atau bukan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan
anggota BPD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh adaf, agama, crganisasi

sosial politik, golongun profesi dan lain — l2in.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 s/d 42 Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Badan Perwakilan

Desa.

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas.



